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Judul Penelitan : PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK
PIDANA OLEH MEDIA ELEKTRONIK PERS PADA
SAAT MENYIARKAN INVESTIGASI KRIMINAL

Identitas Penulis
Nama : Horja Simatupang
NIM : 02061001139

ABSTRAK

Berita mengenai liputan kriminal sekarang ini sangat diperlukan masyarakat
untuk mengetahui kejahatan apa yang banyak terjadi. Dalam menayangkan hasil
investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamarkan
wajah, nama dan suara dari sipelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak
tolak yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) UU nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.
Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan
nama atau identitas lainya dari sumber berita yang dirahasiakanya. Perbuatan insan
pers dalam menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam melakukan
wawancara adalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak
ditindaklanjuti dengan tidak melaporkan perbuatan tindak pidana yang diketahui oleh
insan pers tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian.

Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan pers
tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar
alasan kenapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian
sebab terjadinya tindak pidana tersebut. Sehingga perbuatan insan pers dalam
melakukan wawancara dengan narasumber yang dijadikan dasar insan pers tidak
dapat digunakan apabila melanggar ketentuan perundan-undangan dan ketertiban
umum.

Pertanggungjawaban pidana oleh insan pers menurut KUHP dikenal
pertanggungjawaban individual atau pribadi secara langsung yang tidak dapat
dialihkan. Hanya wartawan yang menulis atau pemimpin redaksi yang dimintai

pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban yang dikenal dalam KUHP
yaitu berdasarkan unsur kesalahan.

Kata Kunci: Hak Tolak, Pertanggungjawaban Pidana
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup
bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganyaLl

Pers dipandang sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi
sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang
eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Manakala terjadi interaksi antara
pers dengan masyarakat konsumennya akan muncul permasalahan hukum, pada
saat sajian itu ternyata dinilai tidak benar atau malah bertentangan dengan
Undang-Undang.

Kebebasan pers merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan
merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang demokratis®, tetapi kebebasan pers dalam menyampaikan
informasi bukanlah kebebasan yang mutlak, dalam arti bebas untuk menyiarkan

apa saja serta bebas dari aturan-aturan yang dapat mengikat pers tersebut.

; Wal}idin Samsul, Hukum Pers,Pustaka Pelajar, Banjarmasin, 2006, hal 1.
Sudirman Teba, Hukum Media Massa Nasional, Pustaka irVan, 2006, hal 186.



Kebebasan pers harus disertai dengan tanggungjawab dan antara kebebasan
dengan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan, kebebasan pers memuat aturan
hukum yang berkaitan dengan publikasi, sedangkan tanggungjawab pers memuat
hal-hal yang berkenaan dengan profesi pers yaitu kode etik jurnalistiknya. dan
produk jurnalistik yang dipublikasikan baik melalui media cetak maupun media
elektronik harus tunduk pada Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang
Pers dan kode etik jurnalistik.

Biasanya peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat selalu menarik
perhatian media khususnya media elektronik sebagai bahan liputan, apalagi jika
liputan itu menyangkut investigasi kriminal. Kegiatan di bidang media elektronik
dewasa ini termasuk Indonesia telah menjadi industri, dengan masuknya unsur
kapital, media mau tak mau harus memikirkan pasar demi memperoleh
keuntungan

Berita mengenai liputan kiriminal sekarang ini juga diperlukan masyarakat,
yang salah satunya berfungsi untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang
banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi terhadap kejahatan itu.

Jenis dari berita itu antara lain:

1. Hard news (berita berat) berita tentang peristiwa yang dianggap penting bagi
masyarakat baik sebagai individu, kelompok maupun organisasi
2. Soft news (berita ringan) sering disebut feature yaitu berita yang terikat

dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya

: Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi, Bandung, Rosda, 2005, hal 40



3. Investigasi reports (laporan penyelidikan) datanya tidak bisa diperoleh
dipermukaan tetapi harus dilakukan berdasarkan penyelidikan sehingga
penyajian berita seperti ini membutuhkan waktu yang lama.

Untuk dapat disebut berita minimal harus memenuhi tiga syarat yaitu*:
1. Faktual, artinya berita itu harus berdasarkan fakta yang terjadi dan
bukan khayalan ataupun asumsi-asumsi
2. Aktual, artinya yang baru saja terjadi sedapat mungkin disuguhkan
secepatnya
3. Menarik, artinya minat orang untuk mengetahui apa yang terjadi itu
dapat terpenuhi |
Dalam menulis sebuah berita ketiga syarat tersebut haruslah diperhatikan,
dunia pers sebagai bagian dari media elektronik, mempunyai peran yang sangat
penting bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi. Pers telah menjelma
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di mana pers itu berada,
tidaklah mengherankan jika kehadiran pers dimamfaatkan oleh golongan tertentu
guna memperjuangkan kepentingan mereka.
Sebagai contoh adalah pemberitaan mengenai pembuatan kosmetik palsu yang
mengandung  zat mercuri. Dalam pemberitaan tersebut ditayangkan hasil
wawancara dengan pelaku kejahatan, cara pembuatan kosmetik palsu yang

dipraktekkan oleh pelaku kejahatan, serta efek samping menggunakan kosmetik

4 Dlj;woko, Jurnalistik dalam Praktek, Yayasan Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta, 1959, hal



palsu ataupun pembuatan makanan yang mengandung zat berwarna yang
berbahaya bagi tubuh.

Hal yang sungguh mengejutkan dalam proses di atas dapat disaksikan oleh
jutaan orang dikarenakan detail tindak pidana pembuatan kosmetik palsu di liput
dalam sebuah acara dengan tema kriminal.

Mayoritas orang pasti akan tertarik ketika menyaksikan tayangan tersebut
dikarenakan apa yang disajikan adalah apa yang sebelumnya hanya menjadi
rumor belaka di masyarakat.

Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku
kejahatan, insan Pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari si pelaku
kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam
Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers’ dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik®

Di satu sisi ada yang mendesak wartawan untuk menyebutkan sumber berita
di sisi lain sang wartawan menolak untuk menyebutkan sumber berita dengan
alasan wartawan mempunyai hak tolak. Hak imunitas yang diberikan kepada
seorang wartawan bahwa wartawan berhak untuk menolak menyebutkan sumber

berita (news resources).

3 Pasal 4 ayat (4) berbunyi:Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
Lnempunyai hak tolak

Pasal 7 Kode Etilf Jumnalistik berbunyi: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumbgr yang .tldak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan
embargo, informasi latar belakang, dan "off the record” sesuai dengan kesepakatan.



Dengan demikian, hak tolak (verschoningsrecht) adalah hak seorang
wartawan dan di jamin oleh Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat
(10)”. Sebab itu, siapa pun. tidak boleh memaksa seorang wartawan untuk
menanggalkan hak tolaknya.

Dengan menyamarkan identitas pelaku kejahatan, dapat dikatakan secara tidak
langsung bahwa insan Pers telah menyembunyikan identitas pelaku kejahatan,
khususnya kejahatan dalam Bab VII Buku II KUHP dan hal ini bertentangan
dengan Pasal 162 dan 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengedarkan atau menjual kosmetik palsu adalah kejahatan yang melanggar
Pasal 204 KUHP yang menyatakan bahwa:

“barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan

barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang,

padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun”.

Oleh karena kejahatan yang diberitakan tersebut termasuk dalam Bab VII
KUHP, yakni kejahatan yang membahayakan nyawa orang, maka berdasarkan
Pasal 165 KUHP insan Pers sebagai warga negara yang baik seharusnya
menindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan melaporkan si pelaku kejahatan
kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Pemberitaan demikian dapat memberikan kesan bahwa Pers lebih

mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi dengan menyiarkan

berita secara sensasional sehingga melupakan kepentingan umum, apabila

7 .
Pasal 1 ayat (10) berbunyi: Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak
mengungkapkan namadan atau identitas lainya dari sumber berita yang harus dirahasiakanya




dorongan pada sensasi tersebut telah menyangkut kepentingan umum, maka
persoalannya dapat menjadi serius karena dalam pasal 36 ayat (4) Undang-

Undang Penyiaran menyatakan:

» Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan
kepentingan golongan tertentu”.

Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas pelaku
kejahatan yang dilakukan oleh insan Pers dengan merahasiakan identitas pelaku
kejahatan yang telah diwawancarai oleh insan Pers, maka besar kemungkinan
bahwa insan Pers tersebut dapat merugikan kepentingan umum, karena dengan
mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana namun tidak
ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni
penyidik atau polisi, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi
masyarakat.

Persoalan yang muncul dari kebebasan dan kemerdekaan Pers yang di
implementasikan dalam karya jurnalistik dapat dan perlu diselesaikan secara
hukum. Namun, masalahnya, penyelesaian kasus hukum Pers ini mengundang
perbedaan pandangan yang menimbulkan dualisme hukum. Sebagian masyarakat
yang menilai Pers telah "kebablasan" memilih penyelesaiannya melalui hukum
pidana yang diatur dalam KUHP. Sebaliknya, pihak Pers yang sebetulnya tidak
berkeberatan dengan penyelesaian melalui jalur hukum menuntut agar mekanisme

penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan hukum yang mengaturnya, yaitu




Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers®. Merujuk pada putusan
Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006 bahwa UU Pers
adalah lex specialis9

Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana atau rumusan atau delik, namun tidak selalu suatu perbuatan
dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan
delik. Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan syarat, bahwa perbuatan tersebut
adalah perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dan perbuatan tersebut dapat
di cela.

Simons merumuskan delik (strafbaar feif) ialah kelakuan yang diancam
dengan pidana, yang bersifat melawan hukurn yang berhubungan dengan
kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jika pada
suatu rumusan delik dimuat unsur “melawan hukum” unsur tersebut harus
dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan'®

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan
dengan satu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga

dijatuhi pidana. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna

% yuniver Girsang, Penyelesaian Sengketa Pers, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal 6

% Putusan MA Nomor 1608K/PID/2005: “Secara filosofi, berdasarkan pasal 3, 4 dan 6 Undang-Undang
Nomor 40/1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi,
meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers,
karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dan diberlakukan ketentuan
!(UHP. Agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan
improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang
mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang-Undang Pers sebagai lex specialis.”
Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 80.




manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, artinya setiap orang yang
melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, karena untuk
dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana'’.

Jadi walaupun Pers memiliki kebebasan dan UU Pers yang merupakan lex
specialis, tetapi tetap menjadi persoalan apabila insan Pers mengetahui tentang
adanya suatu kejahatan, khususnya kejahatan yang terdapat dalam BAB VII Buku
II KUHP tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru merahasiakan
identitas dari pelaku kejahatan tersebut dan menyiarkannya. Tindakan insan Pers
yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang
kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu
kejahatan untuk mélaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau
kepolisian, sehingga dapat menjadi suatu persoalan karena di satu sisi dengan
adanya UU Pers pada diri insan Pers (wartawan) tersebut tidak terdapat
kesalahan, sedangkan di sisi lain dengan berpedoman pada Pasal 165 KUHP insan
Pers tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan Pers
tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi
dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam
rangkaian sebab musabab itu. Sehingga perbuatan insan pers dalam melakukan

wawancara dengan narasumber yang melakukan tindak pidana dapat dijerat

dengan pasal 165 KUHP.

' OC. Kaligis, Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana, Alumni Bandung, 2008, hal 5.



Terhadap latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya
lebih jauh dan mendalam, sehingga permasalahan ini dapat terjawab lebih jelas
dengan  menuangkannya  dalam  suatu skripsi  yang  berjudul;
“PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH
MEDIA ELEKTRONIK PERS PADA SAAT MENYIARKAN

INVESTIGASI KRIMINAL”

B. Permasalahan
Berdasarkan latarbelakang di atas, maka beberapa permasalahan pokok
penulisan skripsi ini adalah:
a. Kriteria apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana
terhadap pelaku (insan Pers) yang menyembunyikan identitas pelaku
kejahatan?

b. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana kepada insan Pers

tersebut?
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C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kriteria apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana terhadap pelaku (insan Pers) yang menyembunyikan identitas
pelaku kejahatan

2. Untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana
kepada insan Pers tersebut.

D. Mamfaat

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi dunia
hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pers
dalam hal penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh media
elektronik pers pada saat menyiarkan investigasi kriminal

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam bidang hukum pers
dan sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun yang

berkepentingan.
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E. Ruang Lingkup

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. Pers yang meliputi
media massa cetak, media elektronik dan media lainya merupakan salah satu
sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut agar pers
berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945.

Kebebasan pers yang begitu besar di era reformasi, cenderung menyebabkan
pers kebablasan terhadap suatu pokok pemberitaan dan akan menjadi masalah
ketika pers itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan
kepentingan umum sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pers tersebut
dikategorikan sebagai tindak pidana pers.

Luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pers, maka perlu
diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga
memperoleh ketajaman analisisnya, penulisan ini dibatasi pada ketentuan yang
berkaitan dengan tindak pidana yang yang dilakukan pers atau kriteria yang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap insan pers yang menyembunyikan
identitas pelaku kejahatan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang

dilakukan oleh pers.



12

F. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Secara Yuridis Normatif
Pendekatan secara yuridis normatif ini adalah pendekatan dengan cara
mengidentifikasi penyembuyian identitas pelaku tindak pidana yang
dilakukan oleh pers dengan mempelajari, meneliti peraturan
perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep
berhubungan dengan penulisan.

3 Secara Yuridis Empiris
Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan
untuk mempelajari hukum dari kenyataan-kenyataan yang ada dan
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan penulisan data sekunder sebagai data

pokok yaitu data yang dipeoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang

mencakupi bahan-bahan hukum, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan

ilmiah para ahli dan lain-lain, yang dapat dikumpulkan sehingga membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.




13

c. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui study kepustakaan (library research) yang

dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa:

1. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan yaitu:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan
hukum primer seperti buku-buku, literatur-literatur, hasil-hasil
penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lain yang
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar

sepanjang memuat informasi yang relevan.
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d. Analisi Data |

Analisis bahan hukum dlaam penulisan skripsi ini menggunakan metode
analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum
yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu
dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik -

kesimpulan
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